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ABSTRACT 

 

Village Treasury Land (TKD) is an area of land whose management and 

development are owned by the village government. TKD is one of the assets 

owned by the village to carry out development in the area. The village government 

can manage TKD either by itself or through other parties, such as self-cultivation, 

leasing, land use cooperation, and build-operate-transfer or build-transfer-

operate schemes. Continuous use of TKD without considering environmental 

factors can also turn the land into critical land that eventually needs to be 

rehabilitated to function optimally again. 

This research takes place in Kalurahan Sumberarum, which shows that the 

utilization of TKD has not yet reached its optimal potential. This research method 

uses a qualitative method with a descriptive normative approach. 

The results show that the TKD management system regulation implemented 

by the kalurahan government is in accordance with applicable regulations. The 

implementation of the management system has been running, reflecting agrarian 

characteristics as agricultural land. The Sumberarum Kalurahan Government 

actively manages TKD to generate economic income that contributes to Village 

Original Income (PADes) through leasing. 

Keywords: Village Treasury Land; Land Utilization and Land Use; Regulation; 

Stakeholders. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan ruang lingkup wilayah administrasi yang 

mendapatkan hak untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di 

wilayahnya sendiri. Ini merupakan bentuk kewenangan yang diberikan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonomi daerah) yang 

diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan kemakmuran serta 

kesejahteraan rakyat melalui program-program yang relevan dengan 

pengembangan wilayah tersebut (Sekarningrum, 2019; Dwi Rahmawan, dan 

Mujiburohman, 2023). 

Pemerintah desa harus menjamin legalitas perlindungan terhadap 

warga desanya melalui pelayanan administrasi pemerintahan desa, salah 

satunya penting dalam melakukan tertib administrasi pertanahan desa untuk 

mencegah sengketa/konflik pertanahan (Handayani dkk., 2023). Pemerintah 

desa dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, seperti 

pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat akan 

membutuhkan sumber dana karena hal tersebut dimaksudkan untuk 

menjamin kelancaran keberlangsungan pemerintahan itu sendiri (Gunawan 

dan Karina, 2023). Salah satu sumber dana tersebut dapat berasal dari tanah 

desa yang salah satu bentuknya berupa Tanah Kas Desa (TKD). 

Menurut Tilman, Aries Mujiburohman, dan Dewi (2021) Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki keistimewaan dalam 

melakukan kegiatan pemerintahan, salah satunya pada bidang pertanahan. 

Urusan pertanahan di Provinsi DIY dapat dibagi berdasarkan tiga jenis tanah 

meliputi tanah hak, tanah Kasultanan, dan tanah Kadipaten. Tanah hak 

adalah tanah yang dapat dimiliki masyarakat Indonesia sesuai yang 

dimaksud pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sedangkan terkait 

tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten tercantum di dalam Undang-undang 
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Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta Pasal 32, yakni terdapat penjelasan bahwa Kasultanan 

dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang 

mempunyai hak milik atas tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang 

terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. 

Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten di atas lebih rinci diatur dalam 

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2017, yaitu pada Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa tanah bukan keprabon 

atau dede keprabon terdiri dari: a. tanah desa yang asal-usulnya dari 

Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh; b. tanah yang telah 

digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan; 

c. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki 

Serat Kekancingan; dan d. tanah yang belum digunakan. 

Tanah desa dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa pada 

Pasal 1 angka 1, yaitu tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari 

Kasultanan dan/atau Kadipaten  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  

berdasarkan  hak Anggaduh,  yang  jenisnya  terdiri  dari  Tanah  Kas  Desa,  

Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Hak 

Anggaduh merupakan hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau 

Kadipaten dengan tujuan mengelola dan memungut/mengambil hasil dan 

manfaat dari tanah Kasultanan (Sultan Ground) atau tanah Kadipaten (Paku 

Alaman Ground) terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon 

kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dalam jangka 

waktu selama dipergunakannya tanah tersebut (Bimasena, 2020). 

Tanah desa merupakan salah satu modal berharga yang dimiliki oleh 

pemerintah desa, pengelolaan yang optimal oleh pemerintah desa tentunya 

mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. 

Keberadaan tanah desa jika tidak dioptimalkan justru mengakibatkan beban 

untuk anggaran belanja desa sebab pemerintah desa tetap memiliki 

kewajiban untuk mengalokasikan belanja pemeliharaan tanah desa maupun 
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membayar pajak tanah tersebut (Fauzan dan Winarni, 2020; Sinaga dan 

Rini, 2022). Nilai pemasukan keuangan yang diperoleh dari tanah desa bila 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tentu akan memberikan keuntungan 

yang konstan dan signifikan bagi pemerintah desa saat dilakukan 

pengelolaan secara optimal (Maryam dan Adrianis, 2021). 

Tanah Kas Desa atau TKD merupakan bidang tanah yang pengelolaan 

dan pengembangannya dimiliki oleh pemerintah desa, TKD merupakan 

salah satu modal yang dimiliki desa untuk melakukan pembangunan pada 

wilayah tersebut. TKD dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai 

sumber penghasilan utama desa yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan kegiatan pengembangan desa sebagai bentuk implementasi tugas 

pemerintah desa dalam memajukan kemakmuran masyarakatnya 

(Sekarningrum, 2019). Sistem pengalokasian dan pengelolaan dalam rangka 

memaksimalkan potensi dari TKD tersebut harus dilakukan dengan 

mengutamakan prinsip pemberdayaan masyarakat baik secara individu 

maupun kelompok (Ambarwati dkk., 2020). Hal ini untuk mewujudkan 

peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat desa yang signifikan 

dan dapat dirasakan dalam skala yang lebih luas. 

Pemanfaatan tanah kas desa (tanah bengkok) dapat berupa fasilitas 

umum yang menunjang kegiatan masyarakat seperti lapangan, posyandu, 

sekolah, atau sarana dan prasarana sosial lainnya. Selain itu juga, tanah 

bengkok dapat bermanfaat sebagai sumber penghasilan desa jika 

dikembangkan menjadi kawasan rekreasi dan wisata yang tentunya terdaftar 

sebagai aset kekayaan milik desa tersebut (Basri dkk., 2020). TKD yang 

dikelola oleh pemerintah desa, banyak yang dimanfaatkan sebagai tanah 

sawah dengan cara disewakan dan atau dikerjasamakan dengan melakukan 

metode bagi hasil dengan masyarakat terutama pada sektor pengembangan 

pertanian. Akan tetapi, dalam praktiknya pemanfaatan TKD belum dapat 

dioptimalkan secara baik dari segi aspek operasional maupun hasil dari 

pertaniannya (Suparlan, Sugiyanto, dan Jati, 2024). 
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Pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan TKD dapat dilakukan 

oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak lain, seperti dilakukan 

penggarapan sendiri, sewa-menyewa, melakukan kerja sama penggunaan 

tanah, dan bangun guna serah atau bangun serah guna (Syarifah dan 

Handayani, 2023). Pengelolaan TKD tersebut harus dilakukan sesuai dengan 

suatu sistem pengelolaan TKD yang telah dimiliki oleh setiap desa agar 

mencegah terjadinya penyelewengan dan perubahan fungsi TKD yang tidak 

sesuai dengan peruntukkannya sehingga menyebabkan ketidakmampuan 

sistem pengelolaan yang ada untuk memberikan kepastian hukum yang 

memadai. Pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk 

melindungi keberadaan TKD sering kali tidak dapat memastikan tanah 

tersebut dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. 

Penggunaan TKD secara berkelanjutan tanpa memperhatikan faktor 

lingkungan juga dapat mengubah tanah tersebut menjadi lahan kritis yang 

pada akhirnya perlu direhabilitasi agar dapat berfungsi secara optimal 

kembali. Dengan demikian, hal ini tentu akan berdampak kepada berbagai 

sistem tata kelola yang berakibat pada keberlangsungan manfaat tanah 

tersebut yang berujung kepada pengabaian lahan dan degradasi lahan 

(Fauziyah dkk., 2021). TKD yang telah mengalami perubahan 

peruntukannya, sebaiknya dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya 

lahan tersebut digunakan dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan 

dan kemanfaatan utama tanah tersebut. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kalurahan Sumberarum, 

Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman yang menunjukkan bahwa 

pemanfaatan TKD yang dilakukan belum mencapai potensi optimalnya, 

meskipun lokasi TKD tersebut tergolong strategis. Hal ini mengindikasikan 

adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki TKD dengan realisasi 

pemanfaatannya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan TKD. Lokasi strategis 

TKD dapat dilihat melalui adanya aksesibilitas yang baik, kedekatan dengan 

pusat kegiatan ekonomi, atau potensi pengembangan infrastruktur yang ada, 
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seharusnya hal ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi 

pemanfaatan TKD. Namun, berbagai faktor seperti keterbatasan informasi, 

kurangnya inovasi, atau kendala regulasi dapat menghambat optimalisasi 

pemanfaatan tersebut. 

Pengoptimalan dalam pengelolaan TKD di lokasi strategis, diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), menciptakan lapangan 

kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut 

mengenai sistem pengelolaan TKD di Kalurahan Sumberarum, diperlukan 

untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta merumuskan 

strategi pengelolaan TKD yang optimal dan berkelanjutan. Melalui 

pemanfaatan potensi lokasi strategis dan mengatasi tantangan yang ada, 

diharapkan TKD dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Melalui latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan dalam 

melakukan penelitian terkait sistem pengelolaan tanah kas desa yang 

dilakukan oleh pemerintah desa sebagai wujud amanah dari berlakunya 

Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). 

Sistem pengelolaan salah satu sumber daya (aset) desa berupa tanah kas 

desa yang diperoleh pemerintah desa melalui kewenangan otonomi daerah 

tersebut, tentunya memiliki dampak pada pengaturan kegiatan pemerintah 

desa yang berpengaruh pada keadaan ekonomi desa dan kesejahteraan 

masyarakat di dalamnya. 

B. Rumusan Masalah 

Sistem pengelolaan TKD harus diterapkan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan relevan dengan kondisi saat ini. Pemerintah desa yang 

memiliki kewenangan dalam pengaturan pengelolaan terhadap TKD 

tersebut, perlu melakukan pengoptimalan dan pengembangan TKD yang 

dilandasi dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sistem pengelolaan 

TKD yang tidak dikembangkan dan dioptimalkan justru berdampak 

terhadap tidak maksimalnya pemanfaatan TKD baik dari segi aspek 
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operasional maupun hasil yang dapat diperoleh dari keberadaan TKD 

tersebut. 

Hasil yang didapatkan dari pemanfaatan TKD merupakan sumber 

modal bagi pemerintah desa untuk melakukan pengembangan desa secara 

berkelanjutan. Akan tetapi, pada praktiknya banyak pemanfaatan TKD yang 

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa 

memperhatikan faktor lingkungan serta jika terus menerus dilakukan akan 

dapat berdampak terhadap perubahan tanah menjadi lahan kritis dan 

berakhir pada penurunan fungsi tanah. Hal ini tentu berdampak terhadap 

kondisi ekonomi desa dan para pemangku kepentingan yang terjun langsung 

dalam pemanfaatan TKD serta kesejahteraan masyarakat sekitar yang ikut 

merasakan dampak keberadaan TKD tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

mengarah kepada regulasi dari sistem pengelolaan yang dilakukan 

pemerintah kalurahan terkait TKD dan implementasi sistem pengelolaan 

TKD yang dilakukan pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan TKD di 

Kalurahan Sumberarum. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini terdiri atas tiga poin utama, yaitu: 

1. Mengetahui regulasi yang diterapkan Pemerintah Kalurahan Sumberarum 

dalam melaksanakan sistem pengelolaan TKD; 

2. Mengetahui implementasi sistem pengelolaan TKD, 

permasalahan/kendala yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Sumberarum 

dalam melakukan pengelolaan TKD, dan solusi yang telah dilakukan 

dalam menangani hal tersebut; 

3. Mengetahui dampak ekonomi yang dialami oleh pemerintah kalurahan 

dalam memanfaatkan TKD di Kalurahan Sumberarum. 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian mencakup tiga poin utama, yaitu: 
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1. Manfaat ilmiah/akademis untuk memberikan pemahaman terkait 

pengelolaan aset pemerintah berupa TKD yang dilakukan pemerintah 

kalurahan sebagai wujud penerapan dan terlaksananya dari UUK DIY; 

2. Manfaat sosial untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 

masyarakat, aparat pemerintah setempat, dan pihak lainnya tentang 

sistem pengelolaan TKD yang jika dilakukan secara optimal dapat 

berpengaruh pada keadaan ekonomi desa dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; 

3. Manfaat praktis untuk mengetahui manfaat-manfaat dari pengembangan 

TKD yang dapat dijadikan titik terang dilakukannya kolaborasi oleh para 

pemangku kepentingan beserta badan usaha, pihak swasta, perguruan 

tinggi, hingga komunitas masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan 

dan pemanfaatan TKD dengan tetap memperhatikan keseimbangan 

lingkungan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sistem pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kalurahan Sumberarum telah dibuat dan diterapkan berdasarkan peraturan 

yang berlaku. Penerapan sistem pengelolaan tersebut telah disesuaikan 

dengan kondisi yang ada di Kalurahan Sumberarum. Hal ini dilakukan agar 

tata kelola terkait tanah kas desa dapat berjalan dengan lancar, 

meminimalkan timbulnya permasalahan, dan pengambilan solusi yang lebih 

relevan terkait permasalahan yang terjadi. Pengelolaan tanah kas desa yang 

dilakukan pemerintah kalurahan merupakan salah satu wujud kontribusi 

bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini telah menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Regulasi sistem pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan pemerintah 

kalurahan menggunakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. 

Penerapan dari regulasi tersebut juga telah disesuaikan dengan kondisi 

yang ada di Kalurahan Sumberarum sebagai acuan melalui pembuatan 

Peraturan Desa Sumberarum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan 

Tanah Desa Sumberarum. Penyesuaian yang dilakukan tersebut berupa 

adanya prosedur permohonan dalam pengelolaan tanah kas desa seperti 

penunjukan lokasi tanah kas desa yang akan dimanfaatkan, adanya 

penentuan harga sewa dalam memanfaatkan tanah kas desa dengan 

musyawarah mufakat bersama pihak calon pengelolaan tanah kas desa, 

dan juga penerbitan surat perjanjian terkait sistem pembayaran sewa 

maupun pemberian hasil pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan pada 

setiap tahunnya agar memudahkan pelaporan tertulis dalam pembukuan 

pengelolaan kas kalurahan; 

2. Implementasi dari sistem pengelolaan tanah kas desa telah berjalan 

mencerminkan karakteristik agraris dari Kalurahan Sumberarum dengan 
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dominasi pengelolaan tanah sebagai lahan pertanian, yang ditunjukkan 

mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani melalui 

penggunaan tanah kas desa secara bagi hasil atau sewa-menyewa. 

Permasalahan/kendala yang terjadi dalam pengelolaan tanah kas desa 

berupa adanya keterlambatan pembayaran sewa atau bagi hasil, terdapat 

penguasaan tanah tanpa hak setelah berakhirnya masa sewa, dan 

penyelewengan pengelolaan berupa adanya perjanjian yang dilakukan 

pihak penyewa di luar kesepakatan bersama yang telah dibuat 

sebelumnya. Penerapan solusi dalam menangani berbagai permasalahan 

terkait pengelolaan tanah kas desa yang telah diterapkan berupa 

penyuratan, mediasi dan negosiasi, sampai menjatuhkan sanksi dengan 

adanya pembatalan perjanjian melalui pencabutan izin pemanfaatan tanah 

kas desa; 

3. Pemerintah Kalurahan Sumberarum secara aktif mengelola tanah kas 

desa untuk menghasilkan pendapatan ekonomi yang berkontribusi pada 

Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui sewa-menyewa kepada 

masyarakat untuk dilakukan pengelolaan, baik sebagai tanah pertanian 

maupun non pertanian. Pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan 

pemerintah kalurahan hanya memberikan kontribusi sebesar 51,28% 

terhadap total PADes, hal ini belum mencapai target dan masih 

diperlukan pengelolaan lebih terhadap tanah kas desa untuk mencapai 

target kenaikan sebesar 20,64% terhadap PADes agar tercapainya target 

pengelolaan terhadap tanah kas desa tersebut sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumberarum. 

B. Saran 

1. Pemerintah kalurahan dapat melakukan penguatan regulasi terkait 

pemanfaatan tanah kas desa, termasuk penetapan sanksi yang tegas bagi 

pelanggar; 

2. Pemerintah kalurahan sebaiknya segera melakukan pengembangan pada 

BUMDes, yang dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan 
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ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta 

mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing; 

3. Peningkatan kesadaran masyarakat yang perlu dilakukan pemerintah 

kalurahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya membayar sewa dan hasil pemanfaatan tanah kas desa tepat 

waktu; 

4. Pemerintah kalurahan dapat meningkatkan pengelolaan tanah kas desa, 

terutama pada lokasi yang sulit dijangkau, dengan membangun 

infrastruktur pendukung seperti jalan untuk memaksimalkan pengelolaan 

terhadap tanah kas desa oleh masyarakat dan berkontribusi pada 

peningkatan PADes; 

5. Pemerintah kalurahan dapat menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, 

seperti lembaga keuangan atau organisasi non pemerintah, untuk 

membantu dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan tanah kas 

desa agar lebih terkontrol; 

6. Pemerintah kalurahan bersama masyarakat dapat melakukan kolaborasi 

pengembangan potensi wisata alam dan pertanian di atas tanah kas desa, 

seperti berkebun, outbound, atau pengamatan satwa, dengan 

berkolaborasi bersama masyarakat untuk meningkatkan PADes dan 

memberdayakan masyarakat. 
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